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criminal power of attorney must meet formal and substantial requirements to ensure the
advocate has the legal legitimacy to act on behalf of their client at various stages of the
criminal legal process. This study evaluates the validity of a power of attorney in criminal

Email:
ernalaasyeraateta.sembiring@student.uh

nacid cases by referring to the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and its
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role in effectively defending the legal rights of suspects and preventing abuse of authority.

This study provides recommendations regarding the drafting of criminal power of

attorneys in accordance with regulations to strengthen legal protection for both suspects
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license
(http://creativecommons.org/licenses/by/ Abstrak: Surat kuasa dalam perkara pidana merupakan dokumen penting yang
4.0/). memberikan kewenangan kepada advokat untuk mewakili, mendampingi, dan

membela hak-hak hukum tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan,
penuntutan, hingga persidangan. Keabsahan surat kuasa pidana harus memenubhi syarat formal dan material agar advokat
memiliki legitimasi hukum untuk bertindak atas nama kliennya pada setiap tahapan proses hukum pidana. Penelitian ini
mengevaluasi keabsahan surat kuasa dalam perkara pidana dengan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa yang sah
harus secara jelas mencantumkan identitas pemberi dan penerima kuasa, ruang lingkup kuasa, serta tanda tangan pemberi
kuasa. Legitimasi ini menjadi dasar pengakuan terhadap peran advokat dalam membela hak-hak hukum tersangka secara
efektif dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terkait penyusunan
surat kuasa pidana yang sesuai ketentuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tersangka maupun advokat di
Indonesia.
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Pendahuluan

Undang-Undang Negara Relpubllik Indonelsia tahun 1945 Pasal 1 aylat (2)
melnelntukan blahwla keldaulatan rakylat blelrada di tangan rakylat dan dilaksanakan
melnurut UUD 1945. Selblagai nelgara hukum, blaik pelnguasa maupun rakylat atau
wlarga nelgara, blahkan nelgara itu selndiri selmuanyla harus tunduk kelpada hukum.
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Selmua sikap, tingkah laku, dan pelrbluatannyla harus selsuai atau melnurut hukum.
Melnurut Plato pelnylellelnggaraan nelgara ylang blaik adalah pelmelrintahan ylang
didasarkan pada pelngaturan hukum ylang blaik, dan pelnylellelnggaraan pelmelrintahan
selblagai nelgara hukum, blaik pelnguasa maupun rakylat atau wlarga nelgara, blahkan
nelgara itu selndiri selmuanyla harus tunduk kelpada hukum.

Undang-Undang Relpubllik Indonelsia Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), sistelm pelradilan pidana di Indonelsia melmpunylai 4 subl sistelm
ylaitu, subl sistelm Kelpolisian, Keljaksaan, Pelngadilan, dan subl sistelm Lelmblaga
Masylarakat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pidana (LN
No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258).

Undang-Undang Relpubllik Indonelsia Nomor 18 Tahun 2003 telntang Advokat ylang
disingkat delngan UU Advokat, di antara kelelmpat subl sistelm pelradilan pidana
telrselblut telrdapat unsur advokat (delngan blelrblagai istilahnyla) ylang melmpunylai
pelranan sangat pelnting dalam sistelm pelradilan pidana di Indonelsia. Hal itu dapat
dilihat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP. Frasa ini sellain melmpelrjellas imunitas
advokat, juga melmpelrtelgas kelwlajiblan dan tanggung jawlabl moral ylang selimblang.
status advokat selblagai pelnelgak hukum melmpunylai keldudukan seltara delngan
pelnelgak hukum lainnyla dalam upayla melnelgakkan hukum dan keladilan. Namun
status advokat sellain blelrmakna selblagai pelnelgak hukum dan juga blelrmakna selblagai
profelsi. Olelh karelna itu selring telrjadi bleInturan kelpelntingan antara kelduanyla teltapi
delngan sudah disumpahnyla selorang advokat dan diblelrikan surat kuasa olelh
klielnnyla, maka selblagai orang ylang profelsional untuk melnjalani tugasnyla, advokat
juga harus maksimal untuk melmblella hak klielnnyla ylang selcara hukum juga dilindungi
dan nelgarapun harus melmblelrikan pelrlindungan kelpada advokat, karelna blisa saja
dalam melnjalankan tugasnyla advokat melndapatkan gangguan, intimidasi atau ancaman.

Kelablsahan surat kuasa melrupakan aspelk pelnting dalam pellaksanaan
pelnunjukan advokat selblagai kuasa hukum dalam blelrblagai pelrkara hukum di
Indonelsia. Surat kuasa ini melnjadi dasar lelgitimasi advokat untuk melwlakili dan
blelrtindak atas nama pelmblelri kuasa dalam prosels hukum. Dalam hal ini kelablsahan
surat kuasa, pelmblelrian kuasa melrupakan pelrjanjian hukum selpihak, karelna pelmblelri
kuasa selwlaktu-wlaktu dapat melncablut kelmblali tanpa pelrlu melminta pelrseltujuan si
pelnelrima kuasa. Namun, dalam praktiknyla, masih telrdapat blelrblagai pelrmasalahan
telrkait validitas dan blatasan pelnggunaan surat kuasa, blaik dari selgi formal maupun
sublstansial. Olelh karelna itu, pelnting untuk melngkaji kelablsahan surat kuasa ylang
diblelrikan kelpada advokat blelrdasarkan pelrspelktif hukum Indonelsia, guna
melmastikan pelrlindungan hukum ylang optimal blagi selmua pihak selrta melnjalankan
fungsi advokat selcara profelsional dan selsuai delngan keltelntuan pelrundang-undangan
ylang blelrlaku. Surat kuasa melmiliki pelngaturan hukum selcara telrsirat di dalam Pasal
1792 KUHPelrdata ylang melnjellaskan blahwla pelmblelrian kuasa adalah suatu
pelrseltujuan ylang blelrisikan pelmblelrian kelkuasaan kelpada orang lain ylang
melnelrimanyla untuk mellaksanakan selsuatu atas nama orang ylang melmblelrikan
kuasa.
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Untuk melnggunakan jasa selorang advokat, maka diblutuhkan surat kuasa, ylang mana
surat kuasa diblelrikan olelh si pelmblelri kuasa kelpada pelnelrima kuasa ylang dalam
tulisan ini adalah advokat selblagai pelnelrima kuasa. Pelmblelri kuasa ylang
melmblelrikan surat kuasa kelpada advokat untuk melmblella kelpelntingannyla selcara
hukum di dalam praktelk selring diselblut delngan selblutan klieln. Kelablsahan surat
kuasa ylang diblelrikan olelh klieln ylang seldang ditangani kasusnyla olelh Advokat
melmiliki dampak ylang rellatif blelsar dalam pelnanganan pelrkara.

Surat kuasa digunakan untuk mellimpahkan wlelwlelnang dari pihak ylang selcara
sah melmiliki wlelwlelnang kelpada pihak lain. Pihak lain ini nantinyla akan melwlakili
pihak pelmilik wlelwlelnang dan melmpunylai otoritas pelnuh telrhadap obljelk
pellimpahan kuasa selsuai delngan apa ylang diselblutkan di dalam surat kuasa.

Pasal 1793 KUHPelrdata juga melnjellaskan blahwla kuasa dapat diblelrikan dan
ditelrima delngan suatu akta umum, delngan surat di blawlah ataupun delngan lisan.
Pelnelrimaan suatu kuasa dapat pula telrjadi selcara diam-diam dan disimpulkan dari
pellaksanaan kuasa itu olelh ylang diblelri kuasa. Dalam hal ini ylang melnjadi
pelrmasalahan dalam pelnellitian ini Adalah apa saja sylarat formil dan matelril ylang harus
dipelnuhi agar surat kuasa advokat dapat dianggap sah dan blelrlaku selcara hukum.

Metode Penelitian

Pelnellitian dilaksanakan mellalui pelmanfaatan meltodologi hukum normatif.
Pelnellitian hukum normatif dilakukan delngan cara melnelliti sumblelr pustaka atau data
selkundelr, ylang dapat blelrupa sumblelr hukum primelr dan selkundelr. Sumblelr data
ylang diimplelmelntasikan ialah data selkundelr ylang dipelrolelh pelnellitian
kelpustakaan, ylang melliputi blahan hukum primelr (sumblelr hukum ylang melngikat
ylang selrupa pada pelnellitian) selrta blahan hukum selkundelr, melliputi bluku-bluku dan
litelratur lain ylang melnjellaskan blahan hukum primelr, dan blahan hukum telrsielr, selrta
sumblelr daring.

Hasil dan Pembahasan

Surat kuasa adalah surat pelrnylataan pellimpahan wlelwlelnang dari selselorang
kelpada orang lain atau pihak lain untuk mellakukan suatu kelgiatan ylang telrtelra pada
pelrnylataan telrselblut. Surat ini bliasanyla blelrkelnaan delngan kelgiatan pellaksanaan
pelnugasan kelgiatan pelnting, selhingga dipelrlukan suatu surat kuasa. Olelh karelna itu,
bliasanyla surat kuasa ditelmpell matelrai pada kolom tanda tangan pelmblelri kuasa.

Surat kuasa ylang dalam blahasa Inggris diselblut delngan powlelr, dalam BLellanda
selrinng diselblut delngan lastgelving, volmacht, atau machtiging. Keltiga kata dalam
blahasa BLellanda telrselblut melmiliki arti ylang sama ylaitu pelmblelrian kuasa,
pelmblelrian pelrintah atau pelrbluatan pelnyluruhan. Pada asasnyla, surat kuasa itu
melrupakan pelrbluatan pelnyluruhanatau pelmblelrian pelrintah atau pelmblelrian kuasa.
Maka, tidaklah blelnar kalau surat kuasa itumelnggunakan kop surat dari si pelnelrima
kuasa atau kop surat dari kantor advokat. Karelna
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dalam kontelks pelmblelrian kuasa, ylang melnjadi melmblelri pelrintah adalah pelmblelri
kuasa, dan ylang melnelrima kuasa adalah orang ylang disuruh.

Pelmblelrian kuasa (Lastgelving) adalah suatu pelrjanjian di mana selselorang
melmblelrikan kelkuasaan kelpada orang lain ylang melnelrimanyla untuk dan atas
namanyla melnylellelnggarakan suatu urusan. Melnurut keltelntuan Pasal 1793 KUHPelr
blahwla pelmblelrian kuasa itu dapat diblelrikan dan ditelrima mellalui akta umum, tulisan
blawlah tangan, selpucuk surat, delngan lisan, atau delngan diam-diam. Pelmblelrian kuasa
itu telrjadi delngan cuma-cuma, kelcuali apablila dipelrjanjikan selblaliknyla. (Indonelsia
n.d.) Pada praktiknyla kelteIntuan telntang pelmblelrian kuasa ylang telrjadi delngan cuma-
cuma sudah tidak rellelvan lagi karelna selkarang ini orang ylang disuruh untuk
mellakukan pelkelrjaan untuk orang lain delngan suatu surat kuasa justru melngharapkan
imblalan blelrupa upah.

Untuk tujuan pelmblelrian kuasa telrselblut, pelmblelri kuasa dapat melmblelrikan
surat kuasa selcara telrtulis dalam blelntuk selblagai blelrikut:

1. Surat Kuasa Khusus
Surat kuasa khusus adalah pelmblelrian kuasa ylang dilakukan hanyla untuk
satu kelpelntingan telrtelntu atau lelblih (Pasal 1795 KUH Pelr). Dalam surat kuasa
khusus, didalamnyla harus dijellaskan telntang tindakan-tindakan apa saja ylang
blolelh dilakukan olelh pelnelrima kuasa. Jadi karelna ada tindakan-tindakan ylang
diminta dalam surat kuasa telrselblut, maka surat kuasa telrselblut melnjadi surat
kuasa khusus.
2. Surat Kuasa Umum
Pelmblelrian kuasa ylang dirumuskan delngan kata-kata umum hanyla
melliputi pelrbluatan-pelrbluatan pelngurusan (Pasal 1796 KUH Pelr), selhingga
surat kuasa umum hanyla blolelh blelrlaku untuk pelrbluatan-pelrbluatan
pelngurusan saja. Seldangkan untuk melmindah-tangankan blelnda-blelnda atau
selsuatu pelrbluatan lain ylang hanyla blolelh dilakukan olelh pelmilik, tidak
dipelrkelnankan pelmblelrian kuasa delngan surat kuasa umum mellainkan harus
delngan suart kuasa khusus.
3. Surat Kuasa Istimelwla
Surat kuasa ini dibluat keltika selselorang ylang wlajibl mellakukan selsuatu
tidak dapat mellakukan hal telrselblut karelna selsuatu hal. Selhingga suatu tindakan
ylang hanyla dapat dilakukan olelh orang ylang blelrsangkutan selcara pribladi
dapat diblelrikan kelpada kuasa.

Telntang lingkup tindakan dalam surat kuasa istimelwla adalah:

1. Untuk melmindah tangankan blelnda-blelnda milik pelmblelri kuasa atau untuk
melleltakkan hak tanggungan diatas blelnda telrselblut.

2. Untuk melmbluat pelrdamaian delngan pihak keltiga (meldiasi).

3. Untuk melngucapkan ikrar telrtelntu (ikrar talak)

BLelntuk formil suatu surat kuasa khusus tidak diatur dalam HIR selhingga blelntuk
formalnyla blelblas (vrij vorm) karelna Pasal 123 aylat (1) HIR/147 aylat (1) RBLg hanyla
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melnylelblutkan “surat” (Samosir 2011) saja, tidak harus dalam blelntuk akta autelntik
dihadapan notaris. BLagaimana delngan surat kuasa khusus ylang pelmblelri kuasanyla
tidak tinggal di Indonelsia dan surat kuasa telrselblut dibluat di luar nelgelri? Untuk hal
ylang delmikian, maka melnurut M. YLahyla Harahap selblagaimana dikutip olelh
Djamanat Samosir blahwla pelrsylaratan pokok surat kuasa khusus ylang dibluat di luar
nelgelri adalah sama delngan ylang dibluat di dalam nelgelri. Hal ini selsuai delngan asas
lelx fori dalam hukum pelrdata intelrnasional ylang melngajarkan doktrin thel lawl of thel
forum, hukum acara ylang blelrlaku adalah tunduk kelpada keltelntuan pelngadilan
telmpat gugatan diajukan atau ditelrima.

Melngelnai kelwlajiblan pelmblelri kuasa tellah diselblutkan dalam Pasal 1812 KUH
Pelr ylaitu selblagai blelrikut:

1. Pelmblelri kuasa diwlajiblkan melmelnuhi pelrikatan-pelrikatan ylang dipelrbluat
olelh si pelnelrima kuasa melnurut kelkuasaan selblagaimana ylang tellah ia
blelrikan.

2. Pelmblelri kuasa diwlajiblkan untuk melngelmblalikan kelpada si pelnelrima kuasa
pelrselkot dan bliayla-bliayla ylang tellah dikelluarkan olelh pelnelrima kuasa untuk
mellaksanakan kuasanyla, blelgitu pula untuk melmblaylar upahnyla jika ini tellah
dipelrjanjikan.

3. Pelmblelri kuasa harus melmblelrikan ganti rugi kelpada si pelnelrima kuasa
teIntang kelrugian-kelrugian ylang didelrita si pelnelrima kuasa selwlaktu
melnjalankan kuasanyla, asal dalam hal itu si pelnelrima kuasa tidak telrblukti tellah
blelrbluat kurang hati-hati.

Seldangkan kelwlajiblan pelnelrima kuasa selblagaimana diselblutkan dalam Pasal
1806 KUH Pelr ylaitu selblagai blelrikut:

1. Pelnelrima kuasa sellama blellum diblelblaskan, wlajibl mellaksanakan kuasanyla.

2. Pelnelrima kuasa wlajibl melnanggung selgala bliayla, kelrugian dan blunga
selkiranyla dapat timblul karelna tidak dilaksanakannyla kuasa itu.

3. Pelnelrima kuasa diwlajiblkan melnylellelsaikan urusan ylang sudah mulai
dikelrjakannyla pada wlaktu si pelmblelri kuasa melninggal, jika tidak delngan
selgelra melnylellelsaikannyla dapat timblul selsuatu kelrugian.

4. Pelnelrima kuasa diwlajiblkan melmblelrikan laporan telntang apa ylang tellah
dipelrbluatnyla.

5. Pelnelrima kuasa diwlajiblkan melmblelrikan hitungan kelpada si pelmblelri kuasa
telntang selgala apa ylang tellah ditelrimanyla blelrdasarkan kuasanyla.

6. Pelnelrima kuasa harus melmblaylar blunga atas uang-uang pokok ylang
dipakainyla guna kelpelrluannyla selndiri.

Kelwlajiblan pelmblelri kuasa dan pelnelrima kuasa telrselblut, dalam praktik
pelmblelrian kuasa antara pelmblelri kuasa delngan pelnelrima kuasa, bliasanyla tellah
dibluat dalam suatu pelrjanjian pelmblelrian kuasa telrselndiri dan melrupakan blagian
ylang tidak dapat dipisahkan dari surat kuasa, pelrjanjian pelmblelrian kuasa itu dapat
dibluat delngan akta diblawlah tangan atau delngan suatu akta pelrjanjian pelmblelrian
kuasa ylang dibluat dihadapan peljablat blelrwlelnang (notaris).
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Sylarat-sylarat formil telrselblut blelrsifat kumulatif, artinyla harus selluruhnyla dipelnuhi.
Salah satu sylarat formil pelmblelrian kuasa tidak dipelnuhi akan melngakiblatkan surat
kuasa melngandung cacat formil dan tidak sah. BLelntuk kuasa selblagaimana diatur dalam
SELMA inilah ylang melnjadi landasan pelmblelrian kuasa untuk blelrtindak di delpan
pelngadilanmelwlakili kelpelntingan pelmblelri kuasa atau dikelnal delngan istilah
Principal.

Untuk Sylarat Matelril Pelmblelrian kuasa harus didasarkan pada pelrjanjian ylang
sah antara pelmblelri kuasa dan pelnelrima kuasa. Kuasa harus diblelrikan untuk
kelpelntingan telrtelntu dan dalam lingkup kelwlelnangan ylang jellas. Surat kuasa harus
melmuat isi kuasa ylang tidak blelrtelntangan delngan hukum, keltelrtiblan umum, dan
kelsusilaan. Pelmblelri kuasa harus melmiliki kapasitas hukum untuk melmblelrikan kuasa
telrselblut. Pelnelrima kuasa (advokat) harus melmpelrolelh kuasa untuk mellakukan
tindakan hukum atas nama pelmblelri kuasa.

Pelmelnuhan sylarat matelriil ini melmastikan blahwla kuasa ylang diblelrikan
blelnar-blelnar sah dan dapat dijalankan olelh advokat selsuai delngan blatas-blatas kuasa
ylang diblelrikan. Delngan melmelnuhi sylarat formil dan matelriil telrselblut, surat kuasa
advokat melnjadi dokumeln ylang sah dan blelrlaku selcara hukum untuk melwlakili
pelmblelri kuasa dalam prosels hukum.

Kesimpulan

Sylarat formil dan matelril surat kuasa advokat sangat pelnting untuk dipelnuhi agar
surat kuasa telrselblut sah dan dapat digunakan selcara hukum. Selcara formil, surat kuasa
harus melmuat idelntitas lelngkap pelmblelri dan pelnelrima kuasa, keldudukan para
pihak, obljelk selngkelta ylang jellas, selrta pelngadilan ylang blelrwlelnang. Selcara
matelril, pelmblelrian kuasa harus didasarkan pada pelrjanjian ylang sah, kuasa harus
diblelrikan untuk kelpelntingan telrtelntu dan tidak blelrtelntangan delngan hukum.
Pelmelnuhan kelduanyla selcara kumulatif melnjamin kelkuatan hukum surat kuasa dalam
praktelk pelradilan. Surat kuasa ylang tidak melmelnuhi sylarat telrselblut dapat dianggap
cacat formil dan tidak sah, blelrpotelnsi melnylelblablkan gugatan melnjadi tidak dapat
ditelrima di pelngadilan.

Saran

Pelmblelri kuasa dan advokat harus melmpelrhatikan selcara deltail dan telliti
pelmelnuhan sylarat formil dalam pelmbluatan surat kuasa, telrmasuk idelntitas lelngkap,
keldudukan para pihak, rincian pokok selngkelta, dan pelngadilan ylang blelrwlelnang
agar surat kuasa tidak blatal delmi hukum. Pelnylusunan surat kuasa harus jellas
melnylatakan hak sublstitusi dan lingkup kuasa agar dapat melnghindari selngkelta formal
di pelrsidangan. Advokat pelrlu melmastikan blahwla pihak pelmblelri kuasa melmiliki
kapasitas hukum dan blelnar-blelnar blelrmaksud melmblelrikan kuasa selcara sukarella
tanpa adanyla unsur paksaan atau pelnipuan.

Pelnggunaan surat kuasa ylang tidak melmelnuhi sylarat formil dan matelril dapat
blelrakiblat surat kuasa dan selmua tindakan hukum ylang dilakukan tidak sah, olelh
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karelna itu, pellatihan telknis telntang pelnylusunan surat kuasa kelpada advokat dan klieln
sangat pelnting. Pelngadilan dan lelmblaga hukum diharapkan melmblelrikan peldoman
dan contoh standar surat kuasa ylang melmudahkan pihak-pihak dalam melmelnuhi
sylarat sah surat kuasa.
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